
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
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NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HIV/AIDS DAN IMS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa perkembangan dan penemuan penyakit HIV/AIDS
dan IMS semakin meningkat dan m eluas sehingga perlu
penanganan pencegahan dan penanggulangannya;

b. bahwa penyakit HIV/AIDS DAN IMS mempunyai implikasi
terhadap kesehatan, ekonomi, social, budaya, dan politik
sehingga perlu tindakan pencegahan dan penanggulangan
secara melembaga, sistematis, menyeluruh, terpadu,
partisipatif dan berkesinambungan;

c. bahwa pemerintah kabupaten kotawaringin barat
berkewajiban melindungi dan meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat secara umum;

d. bahwa untuk penanganannya perlu dilakukan lintas
stakeholders dengan membangun sistem koordinasi dan
mekanisme kerja serta konsolidasi dan integrasi program
pencegahan dan penanggulangannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS dan IMS.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) Sebagai
Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3671);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang
Pengesahan United Nations Convention Against illicit
Traffic in Narcotic, Drugs And Psychotropic Substances,
1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa–Bangsa tentang
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika,
1988);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4235);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 39, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4279);

9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
125,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5062);

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5036);
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13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4539);

16. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi
Penanggulangan AIDS Nasional;

17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
688/Menkes/Per/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika;

18. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
785/Menkes/Per/VII/1997 tentang Ekspor dan Impor
Psikotropika;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2007
Tentang Pedoman umum Pembentukan Komisi
Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;

20. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 565/Menkes/1998
tentang Persetujuan Tindakan Medik;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

22. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 22/Menkes/1992
tentang Wajib Pemeriksaan HIV darah Donor;

23. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1507/Menkes/
/2005 tentang Pedoman Pelayanan Konsiling dan Testing HIV
Secara Sukarela;

24. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
760/Menkes/ /2007 tentang Penetapan Lanjutan Rumah
Sakit Rujukan bayi dengan HIV/AIDS di Tempat Kerja.
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT HIV/AIDS DAN IMS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah sebagai untuk penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

6. Pencegahan adalah upaya-upaya agar seseorang tidak tertular
HIV dan AIDS dan tidak menularkannya kepada orang lain.

7. Penanggulangan adalah upaya-upaya menekan laju penularan
HIV dan AIDS.

8. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV
merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh
manusia.

9. Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya
disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang
disebabkan oleh HIV.
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10. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA
adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum
ada gejala maupun yang sudah ada gejala penyakit ikutan.

11. Orang yang Hidup Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya
disingkat OHIDHA adalah orang, badan atau anggota
keluarga yang hidup bersama dengan ODHA dan memberikan
perhatian kepada mereka.

12. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah
penyakit dan atau gejala penyakit yang ditularkan melalui
hubungan seksual.

13. Konseling dan Tes Sukarela (Voluntary Counseling and Testing
yang selanjutnya disebut VCT) adalah konseling dan tes HIV
yang dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan klien
dan hasilnya harus bersifat rahasia serta wajib disertai
konseling sebelum dan sesudah tes.

14. Pemeriksaan HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan pada
sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum
didonorkan.

15. Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah kegiatan
pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara
berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah,
sebaran dan kecenderungan penularan HIV/AIDS untuk
perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS,
di mana tes HIV dilakukan secara unlinked anonymous.

16. Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang
perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV/AIDS dan
dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang
besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan
kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS.

17. Informed consent adalah penjelasan yang diberikan kepada
seseorang untuk mendapatkan persetujuan tertulis sebelum
dilakukan test HIV/AIDS secara sukarela.

18. Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang
berdomisili di Wilayah Kotawaringin Barat.

19. Dunia usaha adalah orang atau badan yang melaksanakan
kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

20. Kondom adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin
laki-laki pada waktu akan melakukan hubungan seksual
dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat
hubungan seksual maupun sebagai alat kontrasepsi.


